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Geram, Kejati Layangkan Surat ke Polda

iPertanyakan

‘Tindaklanjut P asca
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DENPASAR-Belum adanya
peﬂcambangan pasca menerima
Surat Perintah Dimulainya Peny-
idikan (SPDP) dari Kepolisian
Daerah (Polda) Ba membuat
pihak Ke]aksam
ti) Bali geram. Bahkan, s

upaya tmdaldan]ut ri proses
penyidikan kasus dugaan jual beli
ijin Kondotel di Kuta Selatan, yang
menyeret Ketua DPRD Badung
I Made Parwata, itu tim penyidik
dari korp Adiyaksa Bali ini tegas
melayangkan surat ke Polda Bali.

Kepala Seksi (Kasi) Penun-
tutan Kejati Bali Wayan Suardi
'saat dikonfirmasi, Selasa (11/4),
menegaskan pihaknya akan
berkirim suratke
Bali. “Kami tengah mengkonsep
surat untuk dikirim ke Polda Bali.
Isi dari surat itu, yakni memper-
tanyakan kelanjutan SPDP yang
sudah dikirim,” jelasnya.

Pun saat ditanya kapan pihak -
kejaksaan akan melayangkan
surat ke penyidik Polda Bali. Dit-
anya begitu, Suardi menyatakan,
surat akan dikirim dalam waktu
dekat ini. “Rencananya suratakan
dilayang dalam waktu dua hari
lagi (Kamis (13/4),” ungkapnya.

Perkembangan sebelumnya, tim
penyldlk Ke;au Bah yang menan-

kanKmDPRDBadlmgIMade
Parwata, dari penyidik Polda Bali
Seiainmenungubeﬂsas,penyldﬂc

isi sesuai benta acara,

- kami juga fokuskan pada pen-

guatan keterangan ahli untuk -
pembuktiannya,” ujar Suardi.

- -Dijelaskan, Kejati Bali terus

melakukan koordinasi secara
intens dengan penyidik Polda
Bali. Tujuannya agar proses
penyidikan segera ramp
“SPDP umum sudah ‘
ima, akan tetapi sampai saatini
kami masih menunggu
Kami terus berupaya de
herkoordhasldenganp
di kepolisian,” ujarnya.
Suardi berharap prose
tahapan penyidikan dipercepat.
“Kita berharap pengusutan kasus
ini segera rampung,’ tegasnya.
Pihaknya menyatakan, dengan
dikirimnya SPDP oleh penyidik

- kepolisian, Suardi mengaku

optimis bahwa dalam kasus ini
akan ada tersangka karena den—

- gan dikirimnya SPDP maka su-
Ida d ahgcgmmun alat bukd,
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Tldak ada itu istilah
orang kuat yang kebal
~hukum. Semua sama
‘saja di mata hukum.
Kalau terbukti bersalah,
ya harus dihukum.”
Wayan Suardi, Kasi
Penuntutan Kejati Bali
jati tidak memberi atensi khsu-

sus pada kasus ini. Namun, saat

disinggung, kasus ini diduga mel-
ibatkan orangkuat. Suardi dengan

. tegasmenyatakan, siapapun orang

yang terlibat kedudukannya sama
dimatahukum. “Tidak ada ituisti-
lah orang kuat yang kebal hukum.
Semua sama saja di mata hukum.
Kalau terbukti bersalah, ya harus
d1hukum,’ ’ tegas Suardi.
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juga diperkuat dengan ke ran- itu ada satu perusahaan properti
gan saksi, ahlidan alatbuktilain ~ yang akan membangun kondotel
termasuk keterangan dari pihak di wilayah Kuta Selatan, Badung.
tersangka. “Ya
kita lihat saja sumberyangenggan aklumyaselesal. Namun masalah
nanti,” ujarn- mwsebuﬂanmenyatakan{ muncul pada akhir 2016 lalu,
ya singkat. s mmkmengurus:;inDuehurperu setelah ada suratkaleng yang ma-
Namun, | sahaanberinisial CRlalubertemu suk ke meja Dit Reskrimsus yang
penyidik ma- | denganPamammsaatMmamh ~ mengungkap adanya jual beli ijin
sih memerlu- jadi DBadung.  tersebut. Beberapa pejabat peru-
kan alat bukti 1 tersebut, sahaan properti ini lalu dipanggil
yang kuat agar membahas kemgman perusa-  penyidik Dit Reskrimsus Polda
saat menetap- haan yang berencana mencari  Bali untuk dimintai keterangan
kan tersangka ip untuk pembangunan  terkait dugaan jual beli ijin yang
tidak blun- kondotel. Dikatakan sumber, diduga dilakukan oleh Parwata.
der. Biasanya Parwata sendiri menyatakan ke-  Pemeriksaan juga dilakukan
lemahnya alat | sjapannya membantu. “Saat itu  penyidik terhadap mantan direk-
buktibisadija- | Parwa men)amikanakanmem- tur berinisial CR. “Jadi pihak pe-
dikan senjata bantu mencarikan ijin prinsip  rusahaan ini tidak tahu masalah
yangdiperlukan,” ungkapsumber.  dan tiba-tiba diperiksa. Termasuk
'Dalam pengurusanijin,sumber ~ CR yang kini berada di Lapas
men]elaskan pihak perusahaan = Kerobokan karena kena kasus
melalui CR ditengarai member-  penipuan cekkosong,’ terangnya.
ikanuangkepada Parwatauntuk = Dikatakan sumber, pemeriksaan
me ijin. Total uang yang  yangdilakukan penyidik, beberapa
diberikan untuk mengurus ijin pejabatperusahaan mengakuiada-
prinsip tersebut mencapai Rp AnyaahrandanahmggaRpS,Bnnﬁar
3,3, mihar “Diawal sempat mmta' kepadaParwatauntukpengurusan
b rapa kah hmgga total  inilah dipermasalahkan."Paxwata;
Rp 3,3 miliar” bebernya. diduga menyalahi wewenang,’
I;m pilns1 p yang dijanjikan ‘pungkas sumber. (pra/dot)
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